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ABSTRAK 

 

DIANA SUPRAMONO. NPM.18810667. 2022.ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 

20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 

TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP 

PERAMPASAN ASET HASIL DARI KEJAHATAN KORUPSI. Skripsi. Fakultas Hukum 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka 

Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: UU 31 Tahun 1999, Perampasan Aset, Korupsi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perampasan asset dari hasil 

kejahatan korupsi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas 

undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan 

untuk mengetahui dampak yuridis perampasan asset dari hasil kejahatan korupsi yang 

dikuasai pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis 

penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan 

hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak 

menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Adapun 

kedudukan hukum tentang perampasan harta hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab II 

KUHP untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pidana 

tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38B Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 

3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perampasan aset t dapat dilakukan 

upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang 

dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan 

pembuktian bahwa kepentingan/hak tersebut benar adannya dan tidak merupakan bagian dari 

suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini pihak ketiga dapat 

mengajukan  surat keberatan  kepada pengadilan  yang bersangkutan, dalam waktu paling 2 

(dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum yang diatur 
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dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  

   

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU  

Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia 

------------------, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika, Jakarta 

-------------------,2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai negara, Sinar 

Grafika, Jakarta. 

Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta 

Bachsan Mustafa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti 

Bambang Poernomo, 1982, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas 

Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty 

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: SInar Grafika 

Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan 

Pengembangan Hukum Pidana,     Bandung: Citra Aditya Bakti 

----------------------------, 2000, Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan 

Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti 

----------------------------, 2001, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

-----------------------------, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra 

AdityaBakti 

Bambang Waluyo, 2000, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika 

Bambang Sutiyoso, 2007, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti 

dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press 

C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Balai 

Pustaka 

Chaerudin.dkk., 2008, Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 

Refika Adhitama, Bandung. 

Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafikan. 



 
 

 
 

Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 

Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta: 

Djambatan 

------------------, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik 

Penyusunan dan Permasalahannya), Bandung: PT Citra Aditya Bakt 

Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: CV 

Mandar Maju 

Miriam Budiardjo, 1999, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama 

Muladi Dan Barda Namawi, 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: 

Alumni 

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 

Penuntutan, cet VII Jakarta: Sinar Grafika 

M. Hamdan, 2005,  Tindak Pidana Suap & Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan. 

Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 

Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif 

Hukum dan Masyarakat, Bandung:  PT Refika Aditama 

Mulyana W. Kusuma, 1982, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, 

Jakarta: Ghalia Indonesia 

N.H.T. Siahaan, 2008, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi Ketiga, Cetakan 

Ketiga, (Jakarta: Jala Permata 

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian 

Umum Dan Penyidikan . Yogyakarta: Liberty 

Oemar Seno Adji, 1980, Hukum, Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga 

Roeslan Saleh, 1983,  Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale, Jakarta, Aksara Baru 

R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya 

Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea) 

R. Abdoel Djamali, 1993, “Pengantar Hukum Indonesia “,  Jakarta, Rajawali Press 

Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Prenada Media 

Group 

Satjipto Rahardjo. 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni 



 
 

 
 

Soerjono Soekanto, 1980, Sosiologi hukum dalam masyarakat, (Jakarta: Rajawali)  

-----------------------. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers 

Soedarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni 

--------------------,  1983, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung. Alumni 

--------------------,  1983, “Kapita Selecta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 

Sumartini, 1996, Pembahsan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang 

Hukum Acara Pidana, Jakarta: Departemen Kehakiman 

Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty 

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, Pidana Dan Pemidanaan, Semarang: Fakultas 

Hukum UNTAG 

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Wirjono Prodjodikoro. 1982. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung : PT. Sumur, 

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah 

Tentang Pemberian Konpensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban, 

Jakarta: ICW) 

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006 

Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan 

Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP)  

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

 


